BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREIO
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib
administrasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Kabupatens Purworejo, maka telah diterbitkan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan
Fengelolaan Alokas: Dana Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturam
Bupati Purworeio Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworegjo
Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan
dan tinglat kebutuhan serta dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka
beberapa  ketentuan dalam Peraturan Bupati
Purworejo schagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimeksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworegjo Nomor 47
Tahun 2034 tentang Pedoman Tata Cara
Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;



Mengingat

. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1943;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang

Pembentukan Dacrah-dasrah Kabupaten Dalam
Linglcungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20014 Nomor 7, Tambahan  Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 54935);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5387),
scbagaimena telsh diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tshun 2015
tentang Perubahan Xedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daecmh  [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5679);

. Persturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomer & Tahun 2014 teptang Desa [Lembarsn
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539}, sebagaimana teiah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tenteng Perubahan Atss Peraturan Pemerintzh
Nemor 43 Tehun 2014 tentang Peramran
Pelaksansan Undang-Undang Nomor 6 Tehun 2014
tentang Desa {Lembaran Negarm Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN EBUPATI

PURWOREJO NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PFENGELOLAAN ALOKAS]I DANA DESA.



Pasal [

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman
Tata Cara Pengalekasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita
Daerah Kebupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 48), yang telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Purworcjo:

b.

Nomor 17 Tabun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2015 Nomor 18j;

Nomor S0 Tahun 2015 (Berita Deerah Kabupaten Purworejo Tahun
2015 Nomor 51); diubah sebagai berikaat:

Ketentuan ayat (4} dan ayat (5) Pasal 16 diubah, schingga Pasal 16
berbuny: sebagai berikut:

Pazsal 16

{1} ADD dapat disalurkan kepada Desn yvang bersangiiutan apabila
telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.

{3} ADD disalurkan dalam 2 [dua) tahap, dengan ketentuan sebagei
berikut:
a. tahep | untuk semeater keasatu sebesar 50% (lima puiuh
persen);
b. tahap I untuk semester kedua sebesar 50% (lima puluh
persern).

(3) DPalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/ atau keadaan
tertentu, maka pengalokasian dan tahepan penyaluran ADD
aehagma dimaksud pada ayat [2) dapat ditentukan lain cleh

Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupat.

(4) Permohonan pencairan ADD tehap [ scbhapaimana dimalkaud
pada ayat (2) huraf 8, diajukan secara tertulis dengan
dilampiri:

A. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan
Pencairan ADD tahap [;

b. kwitanai tanda terima ADD tahap I;

c. fowokopi bulu tabungsn ataa nama Pemerintah Desa pada
bank yang ditumjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;

d. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Deaa;

e. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah

Desa;

Peraturan Desa tentang APBDesa;

RAB-ADD:

forokopt Laporan Penyelengparaan Pernerintahan Desa dan

Laporan Keterangan Penyelenggareasn Pemerintahan Desa

tahun sebelumnya;

£



il

Keputusan Kepala Desn tentang Penctapan Penerima dan
Pesaran Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Deaa dan
Peranghat Deza semester kesatu.

Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran
Tunjangan Kesshatan dan/atau Tunjangan Ketenagakerjaan
semester kesata;

Laporan akhir pelaksansan ADD serta salinan bukti surat
pertanggungiawaban ADD Tehap T tahun anggaran
sebelumnya;

Berita Acara hasil verifikasi persyarstan Pencairan ADD
tahap I dari Tim Pendamping ADD.

(5) Permohonan pencairan ADD tahap II sebagaimana dimaksud
pada syat (2] huruf b, digjukan secara tertulis dengan dilampiri:

b.
c.

d.

b

surat pengantar dari Kepala Dean perihal Permohenan
Pencairaen ADD tahap II,

kwitansi tanda terima ADD tahap II;

fotokopi bku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada
Bank yang ditanjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Desa tahun berkenaan yang bersumber dari
ADD apabila ada perubahan;

Peraturan Desa tentsng perubahan APBDesa apabila ada
perubahan;

Perubahan RAB-ADD apabila ada perubahan;

Keputusan Kepala Deea tentang Penctapan Penerima dan
Besaran Penerimaan Penghanilan Tetap Kepala Deaa darn
Perangkat Desa semester kedua.,

Keputusan Xepala Desa tentang Penetapan Besaran
Tunjangan Kesehatan dan/atau Tunjangan Ketenagakerjaan
semester kedua:

laporan berkala pelalmanasn ADD tahap [ tahun anggaran
berkenaan serta salinan bukt surat pertangpungjawaban
ADD tahap | Tahun Anggaran berkensan dengan realisasi
paling sedikit 85% (delapan pulah lima peraen);

Berita Acars hasil verifikasi persyaratan Pencairan ADD
tahap 1l dari Tim Pendamping ADD.

(6) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana
dimakend pada ayat (4] dan ayat {5), ditujukan kepada Bupati
c.q. Kepala DPPKAD melalui Camat.

(7] Kepaln DPPKAD menyalurkan langsung ADD dari Kas Umum
Dacrah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang
ditunjuk.

{8) Setelah dans disahwkan, Kepala DPPKAD menyampaikan surat

pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa pencrima ADD
melahyi Camat.



2. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, schingga Pasal 17 berbunyi
sebagail berilnst:

(1)

(2)

i3]

(4)

Pasnl 17

ADD yeng diterima oleh Desa dipergunakan untuk biaya
penyelenggargan  Pemerintahan Desa, pembangunan Desa,
pemnbinaan  kemasyarakatan Desse dan  pemberdayaan
masyarakat Desa.

Belanja penyvelengparaan pemenniahan desa sebagaimans
dimaksud dalam ayat (1) digunakan unmk:

penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
tunjangan anggota BPD;

operasional BPD;

operagional Rulun Tetangga {RT) dan Rukun Warga (RW);
operasional pemerintah desa;

tunjangan kesehatan dan/ atau tunjangan ketenagakerjaan
bagl kepala desa dan perangkat desa.

Belanja operasional Rukun Tetangga [RT) dan Rukun Warga (RW)
sebagaimana dimaksud pede eyat (2) huruf d merupakan
bantuan kelembagaan yang digunakan untuk biaya operasional
Rukun Tetangga {RT) dan Rulkun Warga {RW) dalam rangka
membantu  pelaksansan tugas pelayanan  pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman den ketertiban, serta
pemberdayaan masyarakat desa.

Biaya pembangunan Desa, pembinasn kemasyarakatan Desa
dan pemberdayasn masyarakat Desa wb&gaumn& dimaksud
dalam syat {1}, dipergunakan untuk membiaysi pelaksanaan
nrogram dan kegiatan, antara lain di bidang:

pendidikan;

kesehatan;

pertanian;

infrastruinur pedesann;

pengentasan kemiskinan;

sosial dan budaya;

penyelenggaraan pelayanan publik;

penyeriaan modal pada BUMDesa;

pengembangan teknologi tepat guna;

pemberdayaan Lembags Kemasyarakatan Desa;

ketentraman dan ketertiban masyarakat;

penyusunan dan pendeyagtunaan Data Profil Desa;
. penginism keanggotasn BPD;

pengisian Perangkat Desa,

pembentukan atau pengisian keanggotaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa (LKD),

program dan kegiatan lainnya yang merupakan prioritas

hesil musyawerah perencanaan petiggunaan ADD,
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{5) Penggunaan ADD untuk membiayai program hg:atan
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {3) hurof p, tdak
boleh digunalan untuk:

a. bisya penycicnggaraan pemilihan Kepala Desa;

b. pe:mhenmkandmmdanganpenﬂlhanl{epahﬂesa

c. biaya pendampingan program pembangunan yang sudah
dibiayni dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

. Ketentuan Pasal 22 ditambah 2 jdus)} ayat, yakmi ayat (6} dan
ayat (7), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22
{1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat setelah
bcriakunyaP:mmnBupahun,dlhenkanpenghauﬂaume

terhitung mulai bulan berikutnya scjak tanggal pelantikan
sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.

{ZchpalaDeaadanP:rangimtDeaayangdlangkmmmuadl
Pegawai Negeri Sipil/ Tentarm Nasional Indonesia ({TNI)/
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)/Badan Usaha Milik
Negare {BUMN)/ Badan Usaha Milik Dacrah (BUMD), setelah
berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak diberikan
tetap terhitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal penerbitan
surat tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Tentars Nasional
Indonesia [TNI)/ Kepolisian chub]:ik Indonesia (POLRI}/Badan
Usaha Milik Negearu (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD).

(3} Dalare hal terjadi pengangkatan maupun mutasi Perangkat
Desa yang pelantitannyn aetelah tanggal 15 (lima belas), malka
Penghasilan Tetap untuk bulan tersebut diberikan kepada
pejabat lama.

(4) Dalam hal terjadi pengangksatan meupun mutasi Perangkat
Desa yang pelantikennya sebelum tanggal 15 {lima belas), maka
Penghasilan Tetap untuk bulan tersebut diberidan kepada
pejabat baru.

{S]Kepnla[}auadm Perangkat Desa yang meninggalkan tugas
tilak sah lebih dari 15 (lima belas) hari ketja dalam sata
mmmmmwmpmm

{6) Dalam hal Kepala Desa atan Perangkat Desa meninggal dunia
setelah tanggal 15 (lime belas), maka Penghasilan Tetap untuk
bulan tersebut diberikan kepada ahli warisnya.

{7} Dalam hal Kepala Desa atau Perangkst Desa diberhentilcan
scmentara, meka diberikan Penghasilan Tetap sehesar 50%
(lima puluh persen).



4, Lampiran I diubah, sehingga Lampiran | berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupat ini mulai berlala: pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah
Kabupaten Purworcjo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 8 Agustus 2016
BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

ACGUE BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tangeal 8 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FURWOREJO,
Ttd.
TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJ(Q
TAHUN 2016 NOMOR 33SERI E NOMOR 30

_"\9 wo ?gi’/’émbina Tingkat I
TESANIP. 19650529 199003 2 007



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 33 TAHUN 2016

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI FURWOREJO
NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG
FPEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENGELOLAAN ALOKASI] DANA DESA

BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN YERIFIKAS]
BERKAS PERMOHONAN PERCAIRAN ALOKASI DANA DESA

KOP

BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN VERIFIKAS!
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 20......
NOMOR: ......coiiiavmrvrrrirrirssrrasrsassansamnnnnss
Pada har ini ... bular ... tahun dusa
b e , bertempat di Buang ...,
berdasarkan Keputusan Camat ................. NOIMOT:  cvvsrvrnirrsnnr tentang
Pembentuken Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Kecamatan ...
Tahun 20......... atas Elerka.n Fb:rmohmnn PENCAINAT 1ovirrsvrissinisniaisina, tciah

Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Purworgjo Nomor .... Tahun

20.......... LEOBANE  .oiverrerroriasiamransnms s nrrms s nram s erae , dengan ha,mil uhﬂgai
berikut:
ADA/ HASIL
NO UNSUR YANG DIPERIKSA TDAK | PEMERIKSAAN
1. |Surat Permohonan ..o.ocieeiiiiieecis (lengkap dan
yang ditandatangeni oleh Kepala Desa dan sah)
distempel banah
2. | Kwitansi tanda terima ...........ccoeen

yang
bermaterai cukup dan ditandatangeni oleh
Kepain Desa dan Benwdahars Dean serta
distempel basah
3. | Fotokopi buku rekening tabungan ates name
Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk,
4. | Fotokopi Peraturan Desa tentang RPJMDess
5. | Fotokopi Peraturan Desa tentang RKFDesa
Tahun ......
6. | Fotokopi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintshan Desa dan Laporan Keterungan
Penyelenggeraan Pemerintahan Desa Tahun

7. I-"L-raturan Desa tentang APBDesaf
Perubahan APBDesa Tahun Anggaran

|||||||||||




Rencana Anggaran Biays dan Kegiatan/
Perubahan RAB- ADD

Keputusan Kepala Desa tentang penetapan
Penerima dan Besaran Penghasilan Tetap
Semester ........

10,

Kepumusan Kepala Desa tentang penetapan
Penerima dan Besaran Tunjangan Kesshatan
dan/atau Tunjangan Ketenagakerjaan
Semester ...

11.

Laporan berkala/akhir pelaksanaan ADD dan
salinan SPJ ADD tahap ...... tahun.......

Hasil Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana tersebut di atas untuk selanjutnya
dapat dijadikan schagsi dasar pertimbangan dalam pengajuan permohonan
pcnmu‘anhlnkamDanaDeuadanﬁnggamnPendapatandanBelan]aD&emh

Kabupatets Purworejo Tahun Anggaran ..

D:Imklanﬂmm.&cammmmhuatdmganaehcnar-h:namyadanuntuk

dapat dipergunakan schagaimana mestinya.
TIM PENDAMFING ALOKASI DANA DESA

--------

---------------------------------------------------------
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BUPATI PURWOREJQ,

Ttd.

AQGUS BASTIAN




